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LAMPIRAN I Paoni 8
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA BHAKTI KARYA

BAB I
PENASIHAT

, Pasal 1
1) Hak, Kewajiban dan kewenangan anggota tim penasihat sama dengan kepala desa
' selaku penasehat kecuali :
a. Bertandatangan atas dokumen penting yang harus ditandatangani oleh
kepala desa selaku penasehat; dan
b. Membuat keputusan untuk hal-hal yang membutuhkan keputusan oleh
‘kepala desa selaku penasehat.

BAB II
HAK, DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BUM DESA
3 Pasal 2
1) Pegawai BUM Desa berhak;
a. Memberi saran atau masukan tentang arah pengembangan BUM Desa untuk
keuntungan masyarakat desa;
b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM
Desa;
¢. Mendapatkan gaji dan tunjangan setlap ‘bulan sesuai dengan aturan yang

ditetapkan oleh pelaksana operasional;

d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa;
Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang
ditugaskan oleh pelaksana operasional;

f. Mendapatkan peningkatan kapasitas baik berupa pelatihan reguler maupun
praktek kerja (OJT).

Pegawai BUM desa berkewajiban:

a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelakmna
operasiona.l BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
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3) Pegawai bumdesa terdiri dari Sekretaris, Bendahara, kepala unit usaha dan
pegawai lainnya yang diangkat dan di tetapkan melalui keputusan Direktur BUM
Desa.

4) Kepala unit usaha yang dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dapat di jabat rangkap
oleh pelaksana operasional.

5). Tata cara rangkap jabatan pelaksana operasional diatur dalam peraturan

organisasi lainnya.

Pasal 3
1) Sekretaris berhak :
1. Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya;
2. Menerima gaji/upah sesuai dengan beban kerja dan aturan yang ditetapkan
dengan memperhatikan prinsip kewajaran (Fairness);
3. Melakukan verifikasi laporan-laporan penting yang harus
diinformasikan secara internal dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
4. Melakukan penilaian atas kinerja Karyawan Unit Usaha;
5. Mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari per tahun dan atau cuti hamil
dan melahirkan selama maksimal 3 bulan.
2) Sekretaris memiliki Kewajiban sebagai berikut :
a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM

terhadap

Desa;

b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa;

c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional prosedur di
internal BUM Desa;

d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa;

e. Merencanakan dan melakukan pembelian/ pengadaan administrasi kantor;
Mencatat dan mengarsipkan keputusan-keputusan pelaksana opersional dan
atau peraturan organisasi lainnya;

g. Mengelola dokumen dan arsip penting lainnya;

h. Membantu Ketua BUM Desa dalam penyusunan laporan kegiatan BUM Desa,
dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur BUM Des;

i. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan
serta ketentuan prosedur BUM Des;

j. Membina atau membimbing pegawai BUM Desa yang ada di BUM Desa;

k. Bertanggungjawab kepada Direktur BUM Desa.

Pasal 4
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Menerima gaji/upah sesuai dengan beban kerja dan aturan yang ditetapkan
dengan memperhatikan prinsip kewajaran (Fairness);
c. Melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan penting yang harus
diinformasikan secara internal dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
d. Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi penerimaan
dan pengeluaran kas Operasional BUM Desa;
Melakukan penilaian atas kinerja Karyawan Unit Usaha;
Mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari per tahun dan atau cuti hamil dan
melahirkan selama maksimal 3 bulan.
2) Bendahara berkewajiban :
a. Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada setiap penutupan
" transaksi Operasional Usaha BUM Desa;
b. Membuat rekonsiliasi bank pada setiap tutup buku bulanan;
Pada akhir bulan membuat rekap laporan keuangan berdasarkan laporan
keuangan unit usaha BUM Desa;
d. Pada akhir bulan, membuat Laporan Keuangan BUM Desa terkait Dana
| Operasional BUM Desa;
e. Memvalidasi buku dan bukti transaksi terkait pengelolaan Keuangan unit
Usaha BUM Desa;
f. Mengelola buku dan bukti transaksi terkait pengelolaan Keuangan

operasional BUM Desa;
g. Membayarkan segala kewajiban, realisasi kredit dan transaksi lainnya, yang

f"; slipnya telah disahkan oleh Ketua BUM Desaatau pejabat yang berwenang;

o h. Mengelola Rekening Bank;
_3 i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain sesuai dengan instruksi dari Ketua
)n BUM Desdalam rangka menunjang kepentingan BUM Desa;
j. Bertanggung jawab untuk mengganti secara tunai bila terjadi selisih kas;

k. Jumlah Kas yang dapat dipegang sebesar maksimal 1.000.000, jika diatas
satu juta maka Bendahara dapat menyimpan paling lama 2 hari kerja;

1. Membina dan membimbing pegawai lainnya yang ada di bum desa.

Pasal 5

1) Kepala unit usaha berhak :

a) Mengelola Dana BUM Desa sesuai dengan Rencana unit usaha;
b) Menerima gaji setia bulan sesuai dengan kontrak kerja;
c) Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi penerimaan
dan pengeluaran kas unit usaha BUM Desa;
' gusulkan pegawai untuk membantu tugas kepala unit usaha;
atkan cuti tahunan selama 12 hari per tahun dan atau cuti hamil dan

selama maksimal 3 bulan.

ai SOP unit usaha;




B REUES) tuges-tugas kedinasan lain sesual dengan b 1 dari
- BUM Desdalam rangka menunjang kepentingan BUM Desa; !
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h) Jumlah Kas yang dapat dipegang sebesar maksimal 1.000.000, jika diatas

satu juta maka hanya dapat dipegang paling lama 3 hari kerja dan harus
dimasukkan ke bank.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PELAKSANA OPERASIONAL, PENGAWAS DAN PEGAWAI BUM DESA

Bagian satu
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Oprasional Bumdes

Pasal 6

1) Pengangkatan pelaksana operasional BUM Desa dilakukan dengan cara
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diusulkan langsung atau di rekrut melalui seleksi, dipilih dan ditetapkan
melalui musyawarah desa.

Apabila dalam musyawarah, masyarakat menginginkan untuk melakukan

seleksi, maka musyawarah desa membentuk panitia seleksi yang terdiri dari
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unsur Pemerintah Desa dan unsur perwakilan masyarakat.

Tahapan pemilihan calon pelaksana operasional BUM Desa adalah sebagai

berikut :

a) Panitia seleksi mengumumkan rencana rekruitmen pelaksana
operasional BUM Desa Pengumuman tersebut di tempel di papan
informasi, dan ditempat-tempat umum yang mudah dibaca oleh
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masyarakat luas;




¢) Panitia seleksi memanggil peserta dalam hasil rekruetment administrasi

untuk melakukan seleksi aktif dalam bentuk wawancara dan test tulis.
Bobot penilaian test wawancara sebesar 60% (enam puluh peraeratus),
dan bobot penilaian test tulis sebesar 40%;

Panitia seleksi menetapkan pelamar yang lulus berdasarkan urutan
rangking dengan nilai akhir tertinggi untuk diajukan ke musyawarah
desa;

g) Jumlah calon pelaksana operasional yang dimaksud pasal 10 ayat (3)

huruf f sebanyak dua kali jumlah yang dibutuhkan;

h) Musyawarah desa memilih calon Pelaksana Operasional yang diajukan

panitia seleksi untuk menjadi pelaksana operasional dan ditetapkan
dengan keputusan kepala desa.

Pasal 7

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

i a)
b)

c)
d)

e)
f
8

Meninggal dunia;

Telah selesai masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;

Mengundurkan diri;

Melakukan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau
peraturan organisasi lainnya;

Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka,

Tidak melaksanakan tugas selama maksimal 3 (tiga) bulan;

Terbukti melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam menjalankan tugas

yang mengakibatkan kerugian baik di tingkat unit usaha maupun BUM desa.

Pasal 8

Pemberhentian Pelaksana Operasional karena berakhirnya masa jabatan

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

|

b)

d)

a) Pelaksana Operasional BUM Desa wajib membuat laporan akhir masa

jabatan, dan disampaikan kepada ketua Badan Pengawas dan Penasehat
sebulan sebelum masa jabatan berakhir;

Badan Pengawas dan penasehat mengevaluasi laporan akhir masa jabatan
Pelaksana Operasional BUM Desa;

Hasil evaluasi disampaikan kepada BPD yang selanjutnya dilakukan
musyawarah desa unfuk membahas hasil evaluasi dan pertanggung
jawaban BUM Desa, serta pemberhentian Pelaksana Operasional Lama dan
pengangkatan Pelaksana Operasional Baru;

Pelaksana Operasional BUM Desa yang berakhir masa jabatannya wajib
melakukan serah terima tugas, dokumen dan asset BUM Desa kepada
Badan Pengawas dan atau Penasehat;




Apabila Pelaksana Operasional tidak memenuhi ketentuan dalam butir 2.d.

maka dilakukan penangguhan pembayaran terhadap honorarium dan

tunjangannya sampai seluruh kewajibannya dipenuhti;

f) Berdasarkan hasil musyawarah desa Kepala Desa menerbitkan surat
pemberhentian Pelaksana Operasional yang berakhir masa jabatannya.

Pasal 9
Pemberhentian Pelaksana Operasional BUM Desa karena mengundurkan diri
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dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pelaksana Operasional BUM Desa mengajukan permohonan pengunduran diri
kepada Penasehat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pengunduran
diri;

b. Penasehat meneliti permohonan pengunduran diri Pelaksana Operasional

BUM Desa terkait keabsahan surat pengunduran diri dan kebenaran alasan

pengunduran diri;

c. Penasehat meminta Pelaksana Operasional untuk menyerahkan seluruh

dokumen, inventaris, dan kewajiban-kewajiban lainnya;

d. Apabila Pelaksana Operasional yang mengundurkan diri tidak memenuhi
seluruh kewajibannya, maka pembayaran seluruh gaji dan tunjangan yang
belum dibayarkan akan ditangguhkan sampai seluruh kewajibannya dipenuhi;

e. Kepala desa menerbitkan surat keputusan pemberhentian Pelaksana

Operasional dengan alasan mengundurkan diri.

Pasal 10

Pemberhentian Pelaksana Operasional BUM Desa karena diduga melakukan

pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau peraturan organisasi

lainnya dan diduga melakukan kesalahan dan/atau melakukan kelalaian dalam
menjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian baik di tingkat unit usaha
imaupun BUM desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Penasehat memerintahkan Pengawas BUM Desa untuk melakukan audit atau
pemeriksaan terkait pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaksana
Operasional BUM Desa;

b) Jika diperlukan penasehat dapat meminta dilakukan audit oleh APIP atau

auditor eksternal lainnya terhadap dugaan pelanggaran pengelolaan dana

BUM Desa;

c) Badan Pengawas BUM Desa melakukan audit/pemeriksaan terkait
pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional BUM Desa;

d) Apabila ditemukan adanya dugaan kesalahan/pelanggaran maka ketua Badan

Pengawas BUM Desa merekomendasikan Penasehat untuk memberikan sanksi
kepada Pclaksana Operasional yang mclakukan kesalahan/pelanggaran;
¢) Penasehat menerbitkan surat pemberian sanksi kepada Pelaksana Operasional
BUM Desa berdasarkan rekomendasi ketua Pengawas BUM Desa;
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g)

h)

i)

k)

Apabila Pelaksana Operasional keberatan dengan keputusan tersebut maka
Pelaksana Operasional dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Desa
melalui BPD. Pengajuan keberataran tersebut dapat diajukan secara lisan
dan/atau tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung;

BPD memperlajari bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Pelaksana
Operasional dan melakukan klarifikasi terhadap hasil audit pengawas;

BPD melakukan musyawarah desa untuk menyampaikan hasil evaluasi bukti
bukti pendukung;

Forum Musyawarah Desa yang dipimpin oleh BPD mengambil keputusan
menerima atau menolak keberatan tersebut. Jika keberatan tersebut diterima
maka yang bersangkutan dikembalikan ke posisi/kedudukan/jabatan semula
sampai batas periode waktu kerja yang ditetapkan. Jika keberatan ditolak
maka yang bersangkutan dapat di berhentikan melalui musyawarah desa;

BPD setelah mendapatkan keputusan melalui musyawarah dapat
memerintahkan Pengawas menindaklanjuti dengan mengajukan perkara yang
bersangkutan secara pidana atau perdata sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

Kepala desa menerbitkan surat keputusan pemberhentian Pelaksana
Operasional dengan alasan terbukti melakukan pelanggaran peraturan

organisasi BUM Desa.

Pasal 11

Pemberhentian Pelaksana Operasional BUM Desa karena terlibat kasus pidana dan
telah ditetapkan sebagai tersangka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a)

b)

d)

Penasehat memerintahkan Pengawas BUM Desa untuk melakukan
pemeriksaan terkait keterlibatan pelaksana operasional dalam kasus pidana
dan ketetapan menjadi tersangka;

Badan Pengawas BUM Desa melakukan pemeriksaan dan mendapatkan
dokumen bukti keterlibatan dan atau keputusan menjadi tersangka dalam
tindak pidana;

Apabila ditemukan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
keabshannya, maka ketua Badan Pengawas BUM Desa merekomendasikan
Penasehat untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian kepada
Pelaksana Operasional yang ditetapkan di musyawarah;

Kepala desa menerbitkan surat keputusan pemberhentian Pelaksana
Operasional dengan alasan terbukti terlibat kasus pidana dan telah
ditetapkan sebagai tersangka.




Pasal 12

Pemberhenﬁan Pelaksana Operasional BUM Desa karena tidak melaksanakan tlms
selama maksimal 3 (tiga) bulan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a).

Penasehat memerintahkan Pengawas BUM Desa untuk melakukan

pemeriksaan terkait pelaksana operasional tidak melaksanakan tugas selama
maksimal 3 (tiga) bulan;

b)

d)

g)

a.
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sckretaris merangkap anggota;

Apabila ditemukan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
keabsahannya, maka ketua Badan Pengawas BUM Desa merekomendasikan
Penasehat untuk memberikan sanksi kepada Pelaksana Operasional untuk
ditetapkan di musyawarah desa;

Apabila Pelaksana Operasional keberatan dengan keputusan tersebut maka
Pelaksana Operasional dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah
Desa melalui BPD. Pengajuan keberataran tersebut dapat diajukan secara
lisan dan/atau tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung;

BPD memperlajari bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh
Pelaksana Operasional dan melakukan Kklarifikasi terhadap hasil
pemeriksaan pengawas;

BPD melakukan musyawarah desa untuk menyampaikan hasil evaluasi
bukti bukti pendukung;

Forum Musyawarah Desa yang dipimpin oleh BPD mengambil keputusan
menerima atau menolak keberatan tersebut. Jika keberatan tersebut
diterima maka yang bersangkutan dikembalikan ke
posisi/kedudukan/jabatan semula sampai batas periode waktu kerja yang
ditetapkan. Jika keberatan ditolak maka yang bersangkutan dapat di
berhentikan melalui musyawarah desa;

Kepala desa menerbitkan surat keputusan pemberhentian Pelaksana
Operasional dengan alasan terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3
bulan.

Bagian dua
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas

Pasal 13

1) Pengawas BUM Desa dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari

Ketua;




e. tidak memenuhi keseluruhan tugas pengawas; atau
f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2) Tata cara pemberhentian pengawas mengikuti tata cara pemberhentian pelaksana
operasional BUM Desa yang disesuaikan dengan penyebabnya.

Bagian Tiga
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 15
1) Pegawai selain Sekretaris dan Bendahara direkrut dengan cara penjaringan

dan atau penunjukan langsung.
2) Jumlah pegawai yang direkrut berdasarkan analisa kebutuhan tenaga kerja

dan kemampuan membayar BUM Desa yang disusun oleh pelaksana

operasional.

3) Pelaksana ope
pelaksana operasional,
Panitia seleksi di tetapk

4) Tata cara penjaringan atau
pelaksana operasional. )

rasional dapat membentuk panitia seleksi yang berasal dari
sekretaris, bendahara, pengawas dan penasehat

an melalui keputusan Direktur BUM Desa.

seleksi pegawai dilakukan sesuai dengan seleksi

Pasal 16
1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila :
- 19.“ A 4Menmggal dunia;
Mengundurkan diri;
é'.lakukan pelanggaran kontrak kerja dan atau peraturan orgamuaam '“

amm‘



PENGELOLAAN ASET m nm ,
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Pasal 17

iaya operasxonal pemeliharaan dan perbaikan asset, dibebankan sebagai

ope! sional BUM Desa. ,
enjualan asset dan inventaris harus diputuskan melalui Musyawarah Desa. I Ni e
' asset/inventaris dicatat sebagai penerimaan kas, selanjutnya
gan nilai buku asset/ inventaris.
Pela poran aset : seluruh nilai asset dilaporkan dalam laporan operaa o1,

ug /Laba dan Neraca.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL DAN PENGGAJIAN
Pasal 18
tan kotor.

dana biaya operasional berasal dari pendapa
end ‘pata.n kotor adalah selisih dari penjualan dikurangi harga beli b

al dari pendapatan unit-
n digunakan untuk biaya ope

rasional dan peng :
nal yang dimaksud pasal 18 ayﬁ (1)
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aksimal 55 % yang terbagi atas :

1. Gaji dan tunjangan pelaksana operasional dan

pegawai sebesar maksimal
60 % '

dari besaran biaya oprasional, terdiri atas :

a) Gaji dan tunjangan direktur maksimal Rp. 4.200.000,- perbulan
perorang;

| b) Gaji dan tunjangan pegawai sebesar maksimal Rp. 3.700.000,-
oy perbulan perorang.

- 2. Gaji dan tunjangan Penasihat maksimal 5% atau maksimal Rp.
‘ 1.500.000,- per bulan per orang;

- 3. Gaji dan tunjangan ketua dan anggota pengawas sebesar maksimal 5%
.’ Rp. 3.000.000,- per bulan per orang;

. Biaya operasional seperti biaya ATK,biaya pemeliharaan, biaya rapat
danlainnya minimal 20 % dari besaran biaya oprasional.

gaji pelaksana operasional dan pegawai bumdesa ditetapkan melalui
Standar Operasional dan Prosedur yang dikeluarkan oleh pelaksana opersional.
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BAB VI
PENATAUSAHAAN BUM DESA

Pasal 22

tan tan pembukuan yang dilaksanakan oleh pelaksana operasmnal BU
;¢ { administrasi umum dan administrasi keuangan.

alin, _sediklt memua

jstrasi Umum terdiri dari :

A uku Daftar Pengelola BUM Desa;

b. Buku Agenda Surat (Masuk & Keluar);
Notulen;

Inventaris Barang;
ran Kinerja unit usaha BUM Desa.

arus kas:

Modal




PELAPORAN BUM DESA

Pasal 23

an penggunaan biaya di tingkat BUM Desa.

yran keuangan disampaikan kepada Penasehat dan badan Pengawas,

mbagaan setiap 3 bulan sekali.
Laporan keuangan BUM Desa terdiri dari :
aporan Laba / Rugi
poran Neraca;
oran Arus Kas;
oran Perubahan Modal;
ran Inventaris.
Operasional BUM Desa dan pengelola unit-unit usaha BUM ‘
laporan tahunan BUM Desa terdiri dari : '
: 'I‘utup Buku;
perkembangan dan dampak usaha;




EAE X
EVALUASI KINERJA

Pasal 26
nasn evaluasi kinerja Pelaksana Operasional BUM
bulan sekali, yaitu Semester-1 : Januari — Juni, d-;

e




banyak dik

ik
et

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

3 Pasal 28
w:m] Anggaran Rumah Tangga me

ngikat seluruh

Pasal 29
ini disahkan pada Musyawarah Des

u ah Tangga
Tengah Provinsi

at Kabupaten Lombok




